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A. Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Istilah sistem ekonomi berdasar dari kata systema (bahasa Yunani) yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Dengan demikian, sistem dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat komponen yang bekerja bersama-sama untuk mencapat semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut.

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri dari atas unsure-unsur mansusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan yang dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal dan nonformal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum, dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis), yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.

Menurut Sheridan (1998) dalam publikasinya mengenai sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan, bahwa “Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness”. Dengan kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

Dengan demikian, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dalam sistem ekonomi juga dibahas mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional. Adapun elemen-elemen sistem ekonomi adalah unit-unit ekonomi sistem ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat tenaga kerja, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, tenaga kerja, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. Lingkungan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya capital (SDK), dan sumber daya teknologi (SDT).
B. Sistem-sistem Ekonomi

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional yang secara turun temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. 
6 (Enam) karakteristik yang menggambarkan sistem ekonomi tradisional:

1. Pertama, ekonomi tradisional berpusat di sekitar keluarga atau suku. Mereka menggunakan tradisi yang diperoleh dari pengalaman para penatua untuk memandu kehidupan sehari-hari dan keputusan ekonomi, hanya sedikit membutuhkan modal.
2. Kedua, ekonomi tradisional ada di masyarakat pemburu-pengumpul dan nomaden. Masyarakat ini mencakup wilayah yang luas untuk menemukan makanan yang cukup untuk mendukung mereka. Mereka mengikuti kawanan hewan yang menopang mereka, bermigrasi dengan musim. Para pemburu-pengumpul nomaden ini biasanya bersaing dengan kelompok lain untuk sumber daya alam yang langka . Ada sedikit kebutuhan untuk berdagang karena mereka semua mengkonsumsi dan menghasilkan hal yang sama.
3. Ketiga, sebagian besar ekonomi tradisional hanya menghasilkan apa yang mereka butuhkan. Ada jarang surplus atau sisa makanan. Itu membuatnya tidak perlu berdagang atau menghasilkan uang.
4. Keempat, ketika ekonomi tradisional melakukan perdagangan, mereka bergantung pada barter. Itu hanya bisa terjadi antar kelompok yang tidak bersaing. Misalnya, suku yang bergantung pada perburuan menukar makanan dengan kelompok yang bergantung pada memancing. Karena mereka hanya memperdagangkan daging untuk ikan, tidak ada kebutuhan untuk mata uang yang rumit.
5. Kelima, ekonomi tradisional mulai berkembang setelah mereka mulai bertani dan menetap. Mereka lebih cenderung memiliki surplus, seperti tanaman bemper, yang mereka gunakan untuk berdagang. Ketika itu terjadi, kelompok menciptakan beberapa bentuk uang. Itu memfasilitasi perdagangan jarak jauh.
6. Keenam, Belum mengenal pembagian kerja karena teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana

Sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa kelebihan, diantaranya :

· Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat

· Hubungan antar individu sangat erat

· Masyarakat merasa sangat aman karena tidak ada beban berat yang harus dipikul dan tidak individualistis

· Hanya sedikit perselisihan antar anggota. Itu karena adat dan tradisi sangat kuat mempengaruhi distribusi sumber daya. Semua orang mengetahui kontribusi mereka terhadap produksi, apakah itu sebagai petani, pemburu atau penenun. Anggota juga memahami apa yang mungkin mereka terima. Mereka mengerti bahwa itulah yang membuat masyarakat tetap bersama dan berfungsi selama beberapa generasi.
Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi tradisional diantaranya:

1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitasnya sangat rendah dan mutu barang hasil produksi masih rendah. 

2. Ekonomi tradisional rentan terhadap perubahan di alam, terutama cuaca. Karena alasan ini, ekonomi tradisional membatasi pertumbuhan penduduk. Ketika panen atau berburu miskin, orang-orang kelaparan.
Contoh Ekonomi Tradisional :
a. Suku-suku asli di Arktik, Amerika Utara, dan Rusia bagian timur memiliki ekonomi tradisional. Mereka mengandalkan memancing dan berburu karibu untuk keberadaan mereka. Misalnya, orang-orang Saami dari Skandinavia mengelola kawanan rusa. Hubungan anggota suku untuk mengelola kawanan mendefinisikan peran ekonominya. Itu termasuk status hukumnya, budaya dan kebijakan negara terhadap individu.

b. Dua pertiga penduduk Haiti bergantung pada pertanian subsisten untuk mata pencaharian mereka. Ketergantungan mereka pada kayu sebagai sumber utama bahan bakar telah melucuti hutan pohon. Itu membuat mereka rentan terhadap bencana alam, seperti gempa yang melanda Haiti pada tahun 2010 . Beberapa ekonom juga menunjuk pada tradisi voodoo dari Haiti sebagai alasan lain untuk kemiskinannya.
2. Sistem Ekonomi Kapitalis (Market Economy)
Sistem perekonomian pasar yaitu sistem perekonomian pada mekanisme pasar (the invisible hand) dimana mengacu pada kekuatan permintaan dan penawaran (serta keputusan kebijakan perekonomian lebih banyak berada di tangan individu (sector swasta). Menurut Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan kepemilikan secara pribadi adalah untuk memperoleh keuntungan/laba sebesar-besarnya dengan biaya serendah-rendahnya. Ini menunjukkan bahwa motif mencari keuntungan bersama-sama dengan lembaga warisan dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar. Selain itu, hal ini didasari pada sifat manusia dianggap sebagai homo-economicus, yang selalu mengejar keuntungan sendiri dan paham individualism didasarkan pada materialism, warisan zaman Yunani kuno (disebut hedonism).
Terdapat enam asas yang merupakan ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut :

a. Hak milik pribadi

Dalam sistem ekonomi kapitalis, alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam (SDA), modal, tenaga kerja (SDM) dimiliki oleh individu dan lembaga swasta.

b. Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

Dalam sistem ekonomi kapitalis, kebebasan berusaha yang dimaksud adalah siapa saja yang memiliki inisiatif. Sedangkan kebebasan memilih adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha dalam memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilih sendiri, agar dapat dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. Selain itu, kebebasan memilih juga mencakup kebebasan pekerja memilih setiap pekerjaan yang dikehendakinya dan kebebasan membuat berbagai perjanjian.

c. Motif kepentingan diri sendiri

Kekuatan sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

d. Persaingan

Dalam sistem ekonomi kapitalis, sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.

e. Harga ditentukan mekanisme pasar

Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

f. Peranan terbatas dari pemerintah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah memiliki peranan yang terbatas. Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non alamiah, melindungi hak-hak konsumen dan pekerja, serta kebijakan untuk mengendalikan kompetisi antar produsen.
Sistem ekonomi liberalis memiliki beberapa kelebihan, yaitu :

· Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi

· Barang yang dihasilkan bermutu tinggi, karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar

· Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan didasarkan pada motif mencari keuntungan (profit)

· Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang

· Kreatifitas masyarakat tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik

· Pengawasan politik dan sosial minimal

Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi liberal antara lain:

· Sulitnya melakukan pemerataan pendapatan

· Cenderung terjadi eksploitasi pada tenaga kerja oleh para pemilik modal

· Munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat

· Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah tenaga kerja dan lainnya)

· Perkembangan dunia usaha sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku

Contoh Sistem Ekonomi Kapitalis :

a. Kapitalisme Negara
Dengan kapitalisme negara, pemerintah mengontrol sistem ekonomi dan dapat memiliki semua atau sebagian dari bisnis. Contoh kapitalisme negara berawal dari kekuatan-kekuatan besar selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Selama waktu ini, pemerintah mengendalikan inventarisasi dan output produksi, seperti yang terlihat di Nazi Jerman dan bekas Uni Soviet.

b. Laissez-faire Kapitalisme
Kapitalisme Laissez-faire adalah cabang kapitalisme di mana perekonomian beroperasi di bawah ketiadaan aturan sepenuhnya. Di sini, pemerintah meninggalkan rakyat sendiri mengenai semua kegiatan ekonomi, dengan pemisahan ekonomi dan negara yang lengkap. Telah dinyatakan bahwa The Great Depression dihasilkan dari masyarakat kapitalis laissez-faire.

3. Sistem Ekonomi Sosialis / Ekonomi Berencana (Planned Economy)
Dalam penerapan sistem ekonomi sosialis akan terlihat seberapa jauh peran pemerintah dalam mengendalikan semua kegiatan ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Bisa dikatakan bahwa pemerintah adalah satu-satunya pelaku perekonomian dan merupakan pusat kekuatan yang memiliki banyak peran.  
Sistem ekonomi sosialis kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, dimana bagi kalangan sosialis pasar justru dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Sistem perekonomian ini menitikberatkan pada kegiatan perekonomian pada keputusan pemerintah (government sector). Pada sistem ini pemerintah membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan distribusi barang/jasa yang dihasilkan. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar, menyebabkan tidak mungkin bekerja sama secara efisien, oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif dalam perekonomian. Pada negara-negara yang menganut paham sistem perekonomian ini, pemerintah pada umumnya menguasai faktor-faktor produksi yang penting. Pemerintah juga menjadi pemilik atas sebagian besar perusahaan serta menentukan jenis serta barang/jasa yang dihasilkan kepada siapa barang/jasa tersebut.
Sistem ekonomi sosialis dapat dibagi menjadi dua sub-sistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, dimana seluruh unit ekonomi, baik produsen, konsumen maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi yaitu partai. Sistem ekonomi ini dahulu dianut oleh Uni soviet dan negara-negara komunis Eropa Timur, dan yang saat ini masih dianut oleh Korea utara. Dalam sistem ekonomi Marxis, pelaku ekonomi dibatasi ruang geraknya dalam mengambil inisiatif sendiri bahkan dapat dikatakan tidak ada sama sekali.

Adapun beberapa ciri sistem ekonomi Sosialis atau komando antara lain :

a. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah

b. Hak milik perorangan tidak diakui

c. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah

d. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur oleh pemerintah

e. Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat

Beberapa kelebihan yang dimiliki sistem ekonomi Sosialis atau komando antara lain :

· Tersedianya fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi rakyat dengan biaya murah.

· Adanya pengakuan kesamaan sosial antara yang kaya dengan yang miskin.

· Menghilangkan praktik monopoli pasar.

· Adanya pemerataan pendapatan.

· Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya

· Pasar barang dalam negeri berjalan lancar

· Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga

Sedangkan kelemahan dari sistem ekonomi komando yaitu :

· Mematikan inisiatif individu untuk maju

· Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

· Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya
· Melambatnya pertumbuhan perekonomian karena hanya pemerintah satu-satunya pelaku pasar 
· Sedikitnya jumlah kewirausahaan karena keterbatasan akses dalam memiliki sumber daya.
· Tidak adanya imbalan atas kreativitas sehingga berakibat pada rendahnya semangat berinovasi.
· Pajak yang diberlakukan terlalu tinggi. 
· Tidak adanya pengakuan dan kebebasan individu dalam memiliki sumber daya.
· Ketersediaan produk dan jasa sangat terbatas.
Sistem ekonomi sosialisme demokrat, yang dianut oleh banyak negara Eropa Barat (terutama Jerman), dimana kekuatan otoritas tertinggi sudah jauh berkurang. Dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Misalnya, produsen bebas memilih jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi, konsumen bebas memilih barang yang dikehendaki, dan pekerja bebas memilih pekerjaan yang diinginkan. Namun yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalis, pada sistem ekonomi sosialisme demokrat peranan pemerintah jauh lebih besar. Misalnya, di beberapa negara Eropa Barat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum dan penetapan harga minimum atau maksimum, serta terdapat kebijaksanaan perlindungan usaha, konsumen, dan pekerja.

Menurut Mubyarto (2000) berdasarkan pengalaman di Jerman, terdapat enam kriteria sistem ekonomi sosialisme demokrat atau sistem ekonomi pasar sosial (SEPS) yaitu :

a. Ada kebebasan individu dan sekaligus kebijaksanaan perlindungan usaha, persaingan di antara perusahaan-perusahaan kecul maupun menengah harus dikembangkan

b. Prinsip-prinsip kemerataan sosial menjadi tekad warga masyarakat

c. Kebijaksanaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi

d. Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hukum dan prasarana (sosial yang terkait dengan pembangunan ekonomi)

e. Kebijaksanaan yang struktural

f. Adanya konformitas pasar dan persaingan

Perbedaan lain antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat adalah pada aspek sosialnya. Menurut Murbyanto, aspek sosial yang sangat penting pada SEPS adalah peningkatan standar hidup kelompok yang berpendapatan rendah dan perlindungan seluruh masyarakat dari kesulitan hidup dan masalah sosial lain sebagai akibat dari resiko kesulitan hidup. Pada SEPS, pembagian pendapatan yang adil dengan cara memberi perhatian pada :

a. Tingkat dan pertumbuhan upah

b. Sistem perpajakan

c. Stabilitas harga

d. Persamaan peluang (bekerja dan berusaha) bagi semua masyarakat

e. Asuransi sosial minimal seperti asuransi pengangguran, hari tua, kesehatan, dan kecelakaan

Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
4. Sistem Ekonomi Campuran

Saat ini tidak ada negara yang murni menjalankan baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, kecuali Korea Utara. Sebagian negara menggunakan sistem ekonomi campuran, dimana sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang mengandung sebagian elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, dalam sistem ekonomi campuran dimana kekuasaan serta kebebasan berjalan bersamaan dengan kadar yang berbeda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi kapitalis dimana kadar kebebasannya relatif lebih besar. Ada pula sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem ekonomi sosialis, dimana peranan pemerintah relatif lebih besar terutama dalam menjalankan berbagai kebijakan ekonomi, moneter/fiskal, dan lainnya. Dalam sistem ekonomi campuran, adanya campur tangan pemerintah terutama untuk mengendalikan kehidupan/pertumbuhan ekonomi akan mencegah konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, juga untuk melakukan stabilitasi perekonomian, mengatur tata tertib serta membantu golongan lemah.
Sistem ekonomi campuran memiliki beberapa ciri yaitu :

a. Merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan komando

b. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah

c. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang

d. Rencana perekonomian ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku kepada pihak swasta.

e. Sumber-sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah.

f. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.

g. Swasta diberikan kebebasan dalam batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

h. Hak swasta diakui agar tidak mengganggu kepentingan umum.

i. Timbulnya persaingan dengan kontrol langsung dari pemerintah.

j. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar.

k. Pemerintah menyusun perencanaan, peraturan dan penetapan kebijakan dibidang ekonomi.

l. Peran pemerintah dan peran swasta sama.

Beberapa keunggulan/kelebihan dari sistem ekonomI campuran antara lain :

· Hak milik atas barang konsumsi diserahkan kepada individu, tetapi pemilikan terhadap sarana-sarana vital cenderung ada negara.

· Jenis dan jumlah produksi ditentukan oleh swasta berdasarkan pertimbangan pasar, namun pada sektor strategis diawasi, diatur, dan bila perlu dikuasai oleh negara.

· Harga tidak semata-mata dikuasai pasar, namun diawasi oleh pemerintah.

· Kesempatan kerja penuh dan jasa-jasa kolektif mendapat prioritas yang sangat tinggi.

· Pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial dan berusaha agar distribusi pendapat lebih merata.
· Adanya kebebasan berusaha,
· Kestabilan ekonomi terjamin.
· Pemerintah memperhatikan usaha sektor menengah dan kecil.
· Sektor ekonomi yang dikuasai pemerintah diarahkan untuk kepentingan masyarakat,

Tabel 1 Hubungan Sistem Perekonomian dengan Kebijakan Perekonomian

	Sistem

Perekonomian

Kebijakan
	Planned Economy
	Market Economy
	Mixed Economy

	Alokasi Faktor Produksi
	Pemerintah
	Mekanisme Pasar
	Sebagian oleh pemerintah dan sebagian oleh mekanisme pasar

	Kebijakan Penetapan Harga
	Pemerintah
	Mekanisme Pasar
	Sebagian oleh pemerintah dan sebagian oleh mekanisme pasar

	Kebijakan Perekonomian
	Pemerintah
	Swasta
	Sebagian oleh pemerintah dan sebagian oleh mekanisme pasar


Sistem ekonomi dalam suatu bangsa memiliki kaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek sosial, politik, ideologi hingga kaitannya dalam relasi antarnegara. Hal ini karena sesungguhnya berbagai aspek ini memiliki kaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi.
Sistem ekonomi pada umumnya dipahami sebagai sistem ekonomi yang universal, seperti Merkantilisme, kapitalisme atau sistem ekonomi liberal laizzes faire, sosialisme, sosial demokrasi, sistem pasar sosial atau sistem ekonomi Islam. Namun dalam praktik, berbagai unsur sistem itu bercampur, misalnya menjadi sistem perekonomian campuran (mixed-economy)), Seperti yang tercantum pada model system ekonomi dibawah ini. Dalam praktek, setiap model sistem mengabndung prinsip-prinsip yang dicampur dari berbagai model dan berbagai model itu dicampur dalam suatu sistem ekonomi nasional.
Hubungan sistem ekonomi ini terjadi karena upaya peningkatan kesejahteraan umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, sementara upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa dilakukan melalui proses pembangunan
      Tabel 2. Model Sistem Ekonomi
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Setiap model mengandung prisip-prinsip tertentu tentang 1) kebebasan dalam memilih lapangan kerja, 2) kebebasan dalam memilih barang-barang konsumsi, 3) pemilikan terhadap alat-alat produksi, 4) tanggung jawab menajemen, 5) peruntukan laba, 6) pengaturan pengusaha, 7) pembentukan harga barang konsumsi dan produksi 8) penentuan tingkat pertumbuhan ekonimi dan 9) pengendalian stabilitas ekonomi.
C. Sistem Perekonomian Indonesia

Ditinjau dari kepemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, Indonesia mengakui kepemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali sumber daya - sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Hal ini diatur pada pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Dengan kata lain, kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi Indonesia tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum pada Pancasila dan UUD 1945.
Pada isi pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berkaitan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung pada pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yaitu “negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Keadilan sosial dalam hal ini mengandung dua makna penting, yaitu :

· Pertama, prinsip pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan yang adil. Pentingnya pertumbuhan ekonomi yang menghendaki adanya kemakmuran yang merata di seluruh rakyat Indonesia, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat.
· Kedua, prinsip demokrasi ekonomi dimana diharapkan seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudia dimanfaakan untuk kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.
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Gambar 1 Bangunan Sistem Ekonomi Indonesia

Secara konstitusional, kehidupan perekonomian Indonesia diatur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (sebelum diamandemen) yang tercantum pada pasal 27, 33, dan 34 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen) dianggap menjadi pasar terpending yang mengatur langsung sistem ekonomi di Indonesia, yaitu prinsip demokrasi ekonomi. Secara rinci, pasal 33 menerapkan tiga hal sebagai berikut :

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersana berdasarkan atas asas kekeluargaan

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara

c. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat

Sedangkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pasal 34 menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dari ayat-ayat pada pasal 33 UUD 1945, terdapat sejumlah hal penting yang perlu penjelasan lebih lanjut. Pertama, mengenai pernyataan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Menurut UUD 1945 pasal 33, Indonesia tidak menganut sistem mekanisme perekonomian pasar. Tetapi bukan berarti menolak berlakunya mekanisme pasar di Indonesia. Sistem perekonomian yang berbeda akan menyebabkan tujuan kegiatan para pelaku ekonomi juga berbeda, demikian pula pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelaku ekonomi akan memiliki prioritas kepentingan yang berbeda pula. Jika tujuan pelaporan keuangan ditetapkan berdasarkan tujuan sosial ekonomik yang berbeda, tentu saja akan menghasilkan konsep tujuan yang berbeda pula, walaupun sangat mungkin ada kesamaan dalam konsep-konsep tertentu. 
Beberapa karakteristik dari sistem perekonomian Indonesia antara lain :

· Kepemilikan barang konsumsi bebas terkendali

· Hak milik faktor produksi di tangan negara, koperasi, dan swasta

· Ada intervensi pemerintah dalam mempengaruhi mekanisme pasar

· Insentif, material, dan moral.
Berikut skema sistem perekonomian Indonesia
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Gambar 2 Mekanisme Sistem Ekonomi Indonesia

STRUKTUR PEREKONOMIAN INDONESIA
Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (agricultural), industri (industrial), niaga (commercial) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkuatan.

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.

Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.

Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik, pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).

Sistem ekonomi dengan aspek lainnya dalam suatu negara telah secara jelas digambarkan keterkaitannya. Masing-masing aspek secara intern dalam suatu negara saling terkait dan saling berpengaruh, serta selalu secara selaras berjalan ke arah yang sama.

Hubungan antara sistem ekonomi dengan aspek-aspek non-ekonomi ini ternyata tidak hanya berlangsung intern dalam suatu negara, melainkan juga dalam hubungan antarnegara. Suatu sistem ekonomi yang dianut suatu negara, bersamaan dengan ideologi dan sistem sosial politiknya, akan mempengaruhi pola hubungan internasional yang dilangsungkan negara tersebut.

Hal ini dilandasi dari prinsip-prinsip yang dianut suatu negara dalam skema ekonomi politiknya yang berpengaruh terhadap hubungan internasionalnya. Setiap negara, tentu memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Hal ini dapat dicapai dengan usaha-usaha untuk membangun kondisi yang mendukung perkembangan dan kemajuan negara tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah dapat mengupayakannya dengan kebijakan-kebijakan serta kerjasama-kerjasama dalam ranah hubungan internasional. Pemerintah dapat mengupayakan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain atau dalam organisasi internasional yang pada prinsipnya sejalan dengan sistem ekonomi dan politik atau ideologi negara.

Jadi, konsep sistem perekonomian Indonesia yang perlu dilakukan adalah sebuah kajian historisempiris mengenai terbentuknya sistem perekonomian Indonesia dalam suatu evolusi yang bisa dipakai sebagai legitimasi bagi tepat dan efektifnya sistem tersebut. Sehingga system perokonomian bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman.
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